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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 

TENTANG 

 PENGHARGAAN KALPATARU  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemberian Penghargaan 

Kalpataru kepada individu, kelompok/lembaga 

masyarakat, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara 

dan pengusaha, perlu dilakukan upaya untuk 

mempertajam dan memperluas kategori penerima 

Penghargaan Kalpataru yang meliputi perintis, pengabdi, 

penyelamat, dan pembina sebagai upaya perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a agar berdaya guna dan berhasil guna, 

diperlukan inovasi dan pendanaan yang mampu 

memperbaharui dan berkelanjutan kegiatan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

dilakukan oleh penerima Penghargaan Kalpataru;  

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/PSKL/SET-

1/1/2016 telah ditetapkan ketentuan tentang 

Penghargaan Kalpataru; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Penghargaan Kalpataru; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

www.peraturan.go.id



2017, No.646 

 

-3- 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5305); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan 

hukum. 

2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut 

paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan 

yang diselenggarakan secara terpadu.    

3. Kalpataru adalah lambang pohon kehidupan yang 

reliefnya terpahat di Candi Mendut, Jawa Tengah dan 

mencerminkan suatu tatanan lingkungan yang serasi, 

selaras dan seimbang serta merupakan tatanan yang 

menggambarkan keserasian hutan, tanah, air, udara, 

dan makhluk hidup. 

4. Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang 

diberikan kepada mereka, baik individu, maupun 

kelompok, yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, 

menyelamatkan, dan membina Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

5. Perintis Lingkungan adalah individu bukan pegawai 

negeri atau bukan pejabat negara yang mempelopori  

upaya luar biasa Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan 

kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau 

berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah 

lingkungan. 
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6. Pengabdi Lingkungan adalah individu baik petugas 

lapangan dan/atau pegawai negeri atau aparatur sipil 

negara yang mendedikasikan hidupnya dalam upaya 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan  yang melampaui  kewajiban dan tugas pokok 

profesi dalam jangka waktu lama secara berurutan paling 

sedikit 5 (lima) tahun. 

7. Penyelamat Lingkungan adalah kelompok orang 

dan/atau lembaga yang menjaga dan/atau  memperbaiki 

penyelamatan fungsi dan tatanan lingkungan hidup atas 

dasar prakarsa kelompok. 

8. Pembina Lingkungan adalah individu/tokoh masyarakat 

bukan pejabat pemerintah yang melakukan pembinaan 

untuk membangkitkan kesadaran, prakarsa, dan peran 

masyarakat  guna melestarikan fungsi dan tatanan 

lingkungan hidup dan/atau berhasil 

mengimplementasikan temuan teknologi baru yang 

ramah lingkungan. 

9. Inovasi Penghargaan Kalpataru adalah upaya pelibatan 

masyarakat dalam menentukan individu, 

kelompok/lembaga masyarakat, pegawai negeri 

sipil/aparatur sipil negara dan pengusaha sebagai 

penerima Penghargaan Kalpataru yang disampaikan 

melalui media sosial atau surat tertulis kepada Dewan 

Pertimbangan Penghargaan Kalpataru. 

10. Pendanaan Penghargaan Kalpataru adalah upaya 

pelibatan masyarakat untuk membiayai kegiatan inovasi 

dan/atau keberlanjutan dalam replikasi upaya 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan yang dilakukan oleh penerima Penghargaan 

Kalpataru. 

11. Replikasi Kalpataru adalah pengembangan kegiatan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan  yang dilaksanakan oleh penerima 

Penghargaan Kalpataru di lokasi lainnya yang bukan 

lokasi awal. 

12. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung 

jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 
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